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PUTUSAN
NOMOR 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

1. THERESIA BR. MANURUNG, (Isteri Alm. HAREANTA SITOMPUL), jenis kelamin
perempuan, lahir di Porsea tanggal 01 Oktober 1938,
agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat
Jalan Sei Batang Gadis nomor 11 Kelurahan Sei
Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Propinsi

Sumatera Utara, Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat .
2. TATIANA SITOMPUL, lahir di Medan, tanggal 27 Maret 1967, jenis kelamin

perempuan, agama Katholik, pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat Jalan Sei Batang Gadis nomor 11
Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan
Petisah Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya

disebut sebagai Penggugat IlI.
3. IVO NANANG SITOMPUL, lahir di Medan tanggal 20 Oktober 1976, jenis
kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan

Karyawan Swasta, alamat Jalan Sei Batang Gadis

nomor 11 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan

Medan Petisah Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya

disebut sebagai Penggugat III.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dwi Ngai Sinaga, SH, Hengki Silaen, SH,

Gorata Paltie Sinaga, SH, Samsir A.M. Simanjorang, SH, Jansen Purba, SH dan

Togar Lumban Gaol, SH, masing-masing Advokat pada “Law Office Dwi Ngai

Sinaga, SH & Associates berkantor di Jalan Sei Rokan nomor 90 Medan Propinsi

Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

Nopember 2014, Kesemuanya disebut sebagai ..............ccccuuueeee Para Penggugat.-
Lawan

1. SAHATTUA SITOMPUL, SH, SpN, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 10 Nopember

1963, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat

Jalan Air Bersih nomor 39 Kelurahan Sudirejo |

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Propinsi

Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat .-

2. ANNA JULIETTA SITOMPUL, perempuan, lahir di Medan, tanggal 22 Oktober

1965, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Balai

Desa Kelurahan Sei Sikambing C Il Kecamatan

Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera

Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat Il.-
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3. YOSEF LEVI S, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 1966, agama Kristen,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan D nomor 19
Kebun Jeruk RT.03/RW.02 Jakarta Barat,
Selanjutnya disebut sebagai---------------- Tergugat Ill.-
4. VICTORIA HERLIS MARISIANNA, S.E, perempuan, lahir di Medan, tanggal 17
September 1969, agama Katholik, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Jalan Sei Situmandi nhomor 8-B
Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan
Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai--Tergugat IV.
Kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat.-

Pengadilan Negeri tersebut.-

Setelah membaca berkas perkara.-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.-

Setelah memperhatikan serta meneliti bukti surat yang diajukan kedua belah pihak.-
TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13
Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13
Maret 2015 dalam register perkara nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah mengajukan
gugatan pembagian harta warisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari PENGGUGAT II, PENGGUGAT
lll, TERGUGAT |, TERGUGAT II, TERGUGAT lll, TERGUGAT IV bernama
HAREANTA SITOMPUL (Alm) dengan TERESIA Br. MANURUNG
(PENGGUGAT 1) dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam)
orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan yang
masing-masing bernama :

- SAHATTUA SITOMPUL, S.H., SpN (LK)

- ANNA JULIETTA SITOMPUL (Pr)

- YOSEF Levi S (LK)

- TATIANA SITOMPUL (Pr)

- VICTORIA HERLIS MARISIANNA, S.E., (Pr)
IVO NANANG SITOMPUL (LK)

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, HARENTA SITOMPUL meninggal dunia
dengan meninggalkan seorang isteri (PENGGUGAT 1) sebagai seorang janda
dan 6 (enam) orang anak seperti tersebut diatas ;

3. Bahwa oleh karena telah meninggal dunianya Alm. HARENTA SITOMPUL,
maka secara hukum yang menjadi ahli waris sah dari AlIm. HARENTA
SITOMPUL didasarkan pada SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tertanggal
05 Juli 2012, yang diperbuat secara bersama-sama oleh THERESIA Br.
MANURUNG (PENGUGAT ) bersama-sama dengan PENGUGAT II;
PENGGUGAT Ill; TERGUGAT |; TERGUGAT II; TERGUGAT Il dan
TERGUGAT IV di hadapan, diketahui dan ditandatangani Kepala Lingkungan
IV, Kelurahan Sei Sikambing D dan diketahui dan ditandatangani oleh Lurah
Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah yang terdaftar dalam Register
Nomor: 474.3/59/SKD/2012, Tanggal 12 Desember 2012, serta disahkan dan
ditandatangani oleh Camat Medan Petisah dengan terdaftar dalam Register
Nomor: 474.3/190/CMP/XI1/2012, Tanggal 14 Desember 2012, adalah sebagai
berikut:
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- THERESIA br.MANURUNG (Isteri AlIm. HAREANTA SITOMPUL)
- SAHATTUA SITOMPUL, S.H., SpN.,(Lk)

- ANNA JULIETTA SITOMPUL (Pr)

- YOSEF Levi S (LK)

- TITIANA SITOMPUL (Pr)

- VICTORIA HERLIS MARISIANNA, S.E., (Pr)

- IVO NANANG SITOMPUL (LK)

4. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris tersebut diperbuat dan diterbitkan
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya
Surat Keterangan Ahli Waris PENGUGAT |, PENGUGAT II; PENGGUGAT IlI;
TERGUGAT |; TERGUGAT II; TERGUGAT IIl dan TERGUGAT IV adalah SAH
DAN BERKEKUATAN HUKUM dengan demikian PENGGUGAT |,
PENGGUGAT II, PENGGUGAT Ill, TERGUGAT |, TERGUGAT Il TERGUGAT
Il dan TERGUGAT IV adalah AHLI WARIS yang Sah dari Alm. HAREANTA
SITOMPUL ;

5. Bahwa oleh karena Pewaris Alm. HAREANTA SITOMPUL telah meninggal
dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan (warisan)
Pewaris jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Pewaris
yaitu selaras dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 833 (BW) KUH Perdata
yang menyatakan “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si
yang meninggal’;

6. Bahwa semasa hidup Alm. HAREANTA SITOMPUL dan isterinya THERESIA
br. MANURUNG (PENGGUGAT [) ada memiliki harta benda/harta peninggalan
yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya antara lain yaitu :

A.  Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Situmandi Nomor: 9, Kota Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2
(empat belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut
diuraikan dalam “Surat Keterangan Ganti Rugi “ Nomor:
04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16 Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala
Kampung Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Barat, tanah dan
bangunan tersebut diperoleh sesuai dimaksud dalam Akta Jual Beli dan
Pengoperan Hak Nomor: 16, dibuat dihadapan Johan Palti Situmorang,
Notaris, di Medan, tanggal 12 April 1977;

B.  Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di JI. Karya/Jl.
Dame Gang Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M2
(dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli
Simorangkir dengan Harenta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala
Kampung Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

C. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M2 (dua
puluh enam kali empat belas meter persegi) sebagaimana dimaksud
dalam Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah Diatasnya
antara Muhammad Kuat dengan Harenta T. Sitompul, yang diketahui
Penghulu Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 13 Djuni 1965;

D. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M2 (dua puluh enam kali tiga belas
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meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah
Rumah Diatasnya, antara Nai Arar br. Hutasoit dengan Harenta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D,
tertanggal 11 Mei 1967;

E. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terlatak di Jalan Sei
Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan
Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas nama
pemegang hak: HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor
Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Maret 2002;

7. Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana yang disebut diatas sampai saat
ini belum pernah di bagi-bagi kepada seluruh ahli waris dan semasa hidupnya
Alm. HAREANTA SITOMPUL) juga tidak pernah membuat surat wasiat dalam
bentuk apapun tentang harta peninggalan/harta warisan tersebut kepada
PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;

8. Bahwa terhadap semua harta peninggalan/harta warisan tersebut diatas untuk
selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA WARISAN DALAM
PERKARA INI, bahwa terhadap penguasaan fisik dan penguasaan terhadap
bukti-bukti kepemilikannya, diuraikan penguasaan fisiknya sebagai berikut:

A. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Situmandi Nomor: 9, Kota Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2
(empat belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut
diuraikan dalam “Surat Keterangan Ganti Rugi “ Nomor:
04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16 Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala
Kampung Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Barat, tanah dan
bangunan tersebut diperoleh sesuai dimaksud dalam Akta Jual Beli dan
Pengoperan Hak Nomor: 16, dibuat dihadapan Johan Palti Situmorang,
Notaris, di Medan, tanggal 12 April 1977;

Terhadap objek warisan ini dikuasai/ditempati oleh: PENGGUGAT II
dan TERGUGAT IV dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada
dalam penguasan TERGUGAT | atau TERGUGAT llI;

B.  Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di JI. Karya/Jl.
Dame Gang Ayem, Blok 1V, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M2
(dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli
Simorangkir dengan Harenta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala
Kampung Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

Terhadap objek warisan ini dikuasai/ditempati oleh penyewa rumah dan
yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasan
TERGUGAT | dan TERGUGAT lII ;

C. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M2 (dua
puluh enam kali empat belas meter persegi) sebagaimana dimaksud
dalam Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah Diatasnya
antara Muhammad Kuat dengan Harenta T. Sitompul, yang diketahui
Penghulu Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 13 Djuni 1965;
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Terhadap objek warisan ini dikuasai/ditempati oleh: PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT Il dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada
dalam penguasan adalah PENGGUGAT | ;

D. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A D;j.
Seperdjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M2 (dua puluh enam kali tiga belas
meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah
Rumah Diatasnya, antara Nai Arar br. Hutasoit dengan Harenta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D,
tertanggal 11 Mei 1967;

Terhadap objek warisan ini dikuasai/ditempati oleh: PENGGUGAT | dan
yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasan
PENGGUGAT I ;

E. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan
Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas nama
pemegang hak: HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor
Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Maret 2002;

Terhadap objek warisan ini dikuasai/ditempati oleh: TERGUGAT | dan
yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasan
TERGUGAT | ;

9. Bahwa adapun yang menjadi latar belakang terjadinya persengketaan atas
seluruh objek sengketa warisan ini didasarkan pada dugaan salah satu dari
ahli waris bernama SAHATTUA SITOMPUL, S.H., SpN., (TERGUGAT I) yang
diduga berkeinginan mencoba untuk mengalihkan dengan cara menjual,
memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain. Hal ini dibuktikan
dengan adanya pengumuman di salah satu media cetak (koran) Tribun Medan
di halaman 10, tertanggal 08 Desember 2013 yang isi iklannya adalah
‘DIJUAL RUMAH?” jl. sei situmandi no. 08 daerah medan baru, hanya 5 menit
ke carefur, medan plaza, pasar petisah dan kampus USU luas tanah : 13 x 29
= 377 M2 harga nego hub : 0812 3927 / 082366545095 ;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat terkejut melihat dan membaca
pemberitaan disalah satu media cetak tersebut dan setelah diketahui ternyata
nomor HandPhone (HP) yang tertera didalam pemberitaan dimedia cetak
tersebut adalah milik TERGUGAT I ;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT | yang mencoba mengalihkan, menjual,
memindahtangankan sebahagian harta peninggalan orang tua kepada pihak-
pihak lain secara sepihak adalah sangat merugikan hak-hak keperdataan ahli
waris yang lain;

12. Bahwa untuk menghindari perpecahan diantara sesama Ahli Waris dari Alm.
HAREANTA SITOMPUL karena perbuatan TERGUGAT | yang ingin
mengusai, mengalihkan dan memindahtangankan sebagian harta peninggalan
Alm. HAREANTA SITOMPUL kepada pihak lain, PENGGUGAT | selaku isteri
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dari Alm. HAREANTA SITOMPUL berupaya memanggil seluruh Ahli Waris
untuk datang kerumah kediamannnya, berdasarkan Surat tertanggal 25
Nopember 2014, Perihal: Undangan Musyawarah Kekeluargaan Para ahli
waris Alm. HAREANTA SITOMPUL yang ditujukan kepada semua Ahli Waris
tanpa terkecuali dengan agenda untuk untuk mempererat Hubungan
Persaudaraan ahli waris ; membahas keberadaan semua asli surat-surat harta
peninggalan dan sekaligus membagi harta peninggalan secara kekeluargaan ;

13. Bahwa upaya PENGGUGAT | berdasarkan Surat Undangan tertanggal 25
Nopember 2014 tersebut tidak berjalan mulus sesuai apa yang diharapkan
dikarenakan tidak semua ahli waris hadir untuk memenuhi undangan
PENGGUGAT | tersebut ;

14. Bahwa PENGGUGAT | selaku ibu tidak putus asa akan upayanya untuk
mempersatukan seluruh ahli waris dari Alm. HAREANTA SITOMPUL dan
berdasarkan permintaan salah satu ahli waris meminta agar dilakukannya
pertemuan berikutnya, sehingga PENGGUGAT | kembali mengundang semua
ahli waris untuk datang kerumah PENGGUGAT I, berdasarkan surat tertanggal
4 Desember 2014, Perihal : Undangan ke-ll untuk Musyawarah Kekeluargaan
Para ahli waris Alm. HAREANTA SITOMPUL, tetapi juga tidak semua ahli
waris hadir memenuhi undangan PENGGUGAT | tersebut ;

15. Bahwa untuk mencegah terjadi akibat hukum yang akan timbul karena adanya
dugaan tindakan dari TERGUGAT | karena bukti kepemilikan atas 1 (satu)
objek sengketa ini berada dalam pengusaan TERGUGAT |, yang diduga
TERGUGAT I akan  selalu berusaha  mengalihkan  dan/atau
memindahtangankan objek warisan/harta peninggalan tersebut kepada pihak
lain, objek warisan/harta peninggalan dimaksudkan, yakni; sebidang tanah
berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Sei Situmandi No.9 Kota
Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2 (empat belas kali dua puluh delapan
meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam “Surat Keterangan Ganti Rugi “
Nomor: 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16 Januari 1973 dan JI. Karya/Jl. Dame
Gang Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M2 (dua puluh
tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli Simorangkir dengan Harenta T.
Sitompul, diketahui oleh Kepala Kampung Sei Agul, Kecamatan Medan Barat,
tertanggal 4 Mei 1976 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 821 tertanggal 7 Maret
2003 a.n HAREANTA SITOMPUL yang dikeluarkan oleh BPN Kota medan,
dan Jalan Sei Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan
Medan Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas hama pemegang
hak: HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan
pada tanggal 7 Maret 2002 maka demi kepentingan hak-hak keperdataan dari
PENGGUGAT I; PENGGUGAT Il PENGGUGAT Ill dan TERGUGAT I;
TERGUGAT II; TERGUGAT Ill; TERGUGAT IV, maka terhadap asli bukti
kepemilikan atas tanah warisan/harta peninggalan yang berada ditangan
TERGUGAT | beralasan hukum agar diserahkan kepada PENGGUGAT I;
PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Il untuk dijual dan hasil dari penjualan
tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan
porsi/bagiannya masing-masing ;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH.Perdata “tiap-tiap waris berhak
memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala
mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak
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pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap
mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. la boleh
memajukan Gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-
satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya”,
sehingga patut dan beralasan secara hukum PENGGUGAT |; PENGGUGAT I
dan PENGGUGAT Il memajukan gugatan ini ;

17. Bahwa mengingat keberadaan surat-surat asli dari harta peninggalan Alm.
HAREANTA SITOMPUL berada ditangan TERGUGAT |, maka PENGGUGAT
I; PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Il memohon Kepada Ketua Pengadilan
Negeri Medan cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menghukum dan memerintahkan TERGUGAT | untuk menyerahkan Surat-
surat asli dari tanah peninggalan dari Alm. HAREANTA SITOMPUL kepada
PENGGUGAT I; PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT llI;

18. Bahwa karena pengajuan Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik,
maka patut dan kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa
perkara ini untuk menyatakan :

A. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Situmandi Nomor: 9, Kota Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2 (empat
belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam
“Surat Keterangan Ganti Rugi “ Nomor: 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16
Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Barat, tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesuai
dimaksud dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor: 16, dibuat
dihadapan Johan Palti Situmorang, Notaris, di Medan, tanggal 12 April
1977;

B. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di JI. Karya/Jl.
Dame Gang Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M2
(dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli
Simorangkir dengan Harenta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala Kampung
Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

C. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M2 (dua
puluh enam kali empat belas meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah Diatasnya antara
Muhammad Kuat dengan Harenta T. Sitompul, yang diketahui Penghulu
Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 13 Djuni 1965 ;

D. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M2 (dua puluh enam kali tiga belas
meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah
Rumah Diatasnya, antara Nai Arar br. Hutasoit dengan Harenta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D, tertanggal
11 Mei 1967;

E. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terlatak di Jalan Sei
Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah,
Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas nama pemegang hak:
HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan
pada tanggal 7 Maret 2002;
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adalah Sah sebagai Harta warisan/Harat Peninggalan dari Aim. HAREANTA
SITOMPUL yang belum pernah di bagi kepada ahli waris (PENGGUGAT |;
PENGGUGAT II; PENGGUGAT lll dan TERGUGAT |; TERGUGAT I,
TERGUGAT lll, TERGUGAT IV);

19. Bahwa karena terhadap semua harta penginggalan dari Alm. HAREANTA
SITOMPUL adalah sah sebagai harta warisan yang sampai saat ini belum
pernah dibagi-bagi, maka patut dan beralasan secara hukum PENGGUGAT I;
PENGGUGAT Il; PENGGUGAT Ill dan TERGUGAT |I; TERGUGAT I,
TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV adalah sebagai pemilik dan mempunyai
bagian yang sama (pro rata) berdasarkan pada asas persamaan dan
keseimbangan hak dan kewajiban terhadap seluruh harta peninggalan Alm.
HAREANTA SITOMPUL, maka masing-masing ahli waris mendapatkan dan
atau memperoleh bagian yang sama 1/7 (satu pertujuh) bagian dari harta
warisan tersebut;

20. Bahwa mengingat di satu sisi seluruh harta warisan/harta peninggalan tersebut
baik sebahagian dari fisik maupun sebagagian dari bukti Surat Kepemilikannya
dikuasai oleh TERGUGAT |; TERGUGAT II; TERGUGAT Il dan TERGUGAT
IV dan di sisi lainnya memperhatikan tindakan itikad buruk dari TERGUGAT |
yang berusaha mengalihkan ataupun membebani hutang, menggadaikan atau
memindahtangankan dan atau dugaan tindakan dari TERGUGAT I,
TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV ingin menguasai sepihak yang berada
dalam penguasaaannya atas harta peninggalan/harta warisan Alm.
HAREANTA SITOMPUL kelak merugikan kepentingan PENGGUGAT |,
PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Ill, maka agar gugatan ini tidak sia-sia
(illusoir) sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan secara
dini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta
peninggalan/harta warisan sebagaimana yang disebut didalam poin 18 huruf
A,B,C,D,dan E diatas yang menjadi objek perkara a quo ;

21. Bahwa karena tuntutan PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Il
adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan
dan melakukan pembagian atas harta warisan Peninggalan Alm. HAREANTA
SITOMPUL, maka cukup beralasan apabila TERGUGAT |, TERGUGAT I,
TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV lalai untuk melakukan pembagian dan
penyerahan bagian hak kepada seluruh ahli waris atas harta warisan/harta
peninggalan tersebut dikenakan uang paksa (dwangsom) masing-masing
sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan
TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT Illl, TERGUGAT IV melaksanakan
Putusan Pengadilan yang berkekutan hukum tetap;

22. Bahwa disamping itu juga, kuat dugaan nantinya TERGUGAT |, TERGUGAT
I, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV tetap tidak akan mau melaksakan
pembagian harta warisan/harta peninggalan dalam perkara a quo, maka cukup
beralasan hukum agar menghukum TERGUGAT |, TERGUGAT I,
TERGUGAT lll, TERGUGAT IV menyerahkan harta peninggalan yang menjadi
objek sengketa dalam perkara a quo berikut alas hak (Asli bukti kepemilikan)
atas tanah dan berikut bangunan yang berada dalam penguasaan
TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT IlIl dan TERGUGAT IV tersebut
kepada PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Il agar
PENGGUGAT I, PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Il untuk menjual seluruh
harta warisan dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh Ahli
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Waris masing masing memperoleh 1/7 (satu petujuh) bagian serta
memberikan izin kepada PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT
Il untuk menitipkan bagian masing masing TERGUGAT |, TERGUGAT I,
TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan

23. Bahwa demikian juga, apabila TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV tetap tidak mau melaksakan pembagian ataupun menghalang-
halangi proses pembagian dalam menyerahkan Hak Para ahli waris tersebut
diatas, maka patut dihukum PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il dan
PENGGUGAT Il dan TERGUGAT |, TERGUGAT I, TERGUGAT I,
TERGUGAT IV agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri
Kelas I-A Medan dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan
tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut
akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya
tersebut diatas;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik
sifatnya adalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk menyatakan
putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada
upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vorraad);

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup
beralasan, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan berkenan
menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir
pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa,
mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT |, PENGGUGAT I, PENGGUGAT llI
untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PENGGUGAT |, PENGGUGAT IlI, PENGGUGAT Il dan
TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT lll, TERGUGAT IV adalah sama-
sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm. HAREANTA SITOMPUL,
dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 Juli 2012 yang
dibuat di hadapan, diketahui dan ditandatangani Kepala Lingkungan 1V,
Kelurahan Sei Sikambing D dan diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Sei
Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah yang terdaftar dalam Register
Nomor: 474.3/59/SKD/2012, Tanggal 12 Desember 2012, serta disahkan dan
ditandatangani oleh Camat Medan Petisah dengan tedaftar dalam Register
Nomor: 474.3/190/CMP/XII/2012, Tanggal 14 Desember 2012, yakni bernama
sebagai berikut:

- THERESIA br.MANURUNG (Isteri Alm. HAREANTA SITOMPUL)
- SAHATTUA SITOMPUL, S.H., SpN.,(Lk)

- ANNA JULIETTA SITOMPUL (Pr)

- YOSEF Levi S (LK)

- TITIANA SITOMPUL (Pr)

- VICTORIA HERLIS MARISIANNA, S.E., (Pr)

- IVO NANANG SITOMPUL (LK)

3. Menyatakan bahwa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Situmandi Nomor: 9, Kota Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2 (empat
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belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam
“Surat Keterangan Ganti Rugi “ Nomor: 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16
Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Barat, tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesuai
dimaksud dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor: 16, dibuat
dihadapan Johan Palti Situmorang, Notaris, di Medan, tanggal 12 April
1977;

b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di JI. Karya/Jl.
Dame Gang Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M2
(dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli
Simorangkir dengan Harenta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala Kampung
Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

c. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M2 (dua
puluh enam kali empat belas meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah Diatasnya antara
Muhammad Kuat dengan Harenta T. Sitompul, yang diketahui Penghulu
Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 13 Djuni 1965;

d. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M2 (dua puluh enam kali tiga belas
meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah
Rumah Diatasnya, antara Nai Arar br. Hutasoit dengan Harenta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D, tertanggal
11 Mei 1967,

e. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terlatak di Jalan Sei
Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah,
Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas nama pemegang hak:
HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan
pada tanggal 7 Maret 2002;

adalah kesemuanya merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan

yang belum terbagi atau boedel warisan dari Almarhum HAREANTA

SITOMPUL;

4. Menghukum TERGUGAT | untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT |,
PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Il berupa Surat asli bukti kepemilikan atas
tanah peninggalan/harta warisan yang berada di:

1. JI. Sei Situmandi No.9 Kota Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2
(empat belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut
diuraikan dalam “Surat Keterangan Ganti Rugi “ Nomor:
04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16 Januari 1973 ;

2. Jl. Karya/Jl. Dame Gang Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas
27 x 19 M2 (dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi),
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut
Maruli Simorangkir dengan Harenta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala
Kampung Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

3. JI. Sei Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan
Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam
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Sertifikat Hak Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas nama
pemegang hak: HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor
Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Maret 2002

untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada
seluruh Ahli Waris sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing ;

5. Menyatakan PENGGUGAT |, PENGGUGAT II, PENGGUGAT Il dan
TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT lll, TERGUGAT IV masing masing
memperoleh 1/7 (satu pertujuh) bagian masing-masing atas harta warisan dari
Almarhum. HAREANTA SITOMPUL ;

6. Menyatakan PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT Il dan
TERGUGAT |, TERGUGAT Il mendapat izin kuasa penuh untuk menjual harta
warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh
Ahli Waris masing masing memperoleh 1/7 (satu pertujuh) bagian serta
memberikan izin kepada PENGGUGAT |, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT Il
dan TERGUGAT |, TERGUGAT Il untuk menitipkan bagian masing masing
TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV di Pengadilan
Negeri Kelas I-A Medan;

7. Menghukum TERGUGAT |, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV,
apabila TERGUGAT |, TERGUGAT II, TERGUGAT IIl, TERGUGAT IV tetap
tidak mau melaksakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses
pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui
Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan atau lembaga pelelangan umum yang
hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan
kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan
tersebut;

8. Menghukum TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV
untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT |,
PENGGUGAT Il, PENGGUGAT lll sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
per hari untuk setiap keterlambatan TERGUGAT |, TERGUGAT I,
TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV melaksanakan Putusan Pengadilan yang
berkekutan hukum tetap;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) atas harta
peninggalan yang menjadi objek perkara a quo yaitu ;

A. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Situmandi Nomor: 9, Kota Medan, dengan luas tanah: 14 x 28 M2 (empat
belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam
“Surat Keterangan Ganti Rugi “ Nomor: 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16
Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Barat, tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesuai
dimaksud dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor: 16, dibuat
dihadapan Johan Palti Situmorang, Notaris, di Medan, tanggal 12 April
1977,
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B. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di JI. Karya/Jl.
Dame Gang Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M2
(dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli
Simorangkir dengan Harenta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala Kampung
Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

C. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M2 (dua
puluh enam kali empat belas meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah Diatasnya antara
Muhammad Kuat dengan Harenta T. Sitompul, yang diketahui Penghulu
Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 13 Djuni 1965;

D. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M2 (dua puluh enam kali tiga belas
meter perseqgi) sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah
Rumah Diatasnya, antara Nai Arar br. Hutasoit dengan Harenta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D, tertanggal
11 Mei 1967,

E. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terlatak di Jalan Sei
Seguti Nomor 1/3, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah,
Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak
Milik Nomor: 821, dengan luas: 372 M2, atas nama pemegang hak:
HARENTA SITOMPUL, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan
pada tanggal 7 Maret 2002;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum TERGUGAT |, TERGUGAT II, TERGUGAT IIl dan TERGUGAT
IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Atau

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1-A Medan qg. Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klas 1-A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

“ mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para
Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya
Maradu Simangunsong, SH, Advokat pada Kantor Advokat Maradu Simangunsong,
SH & Associates, beralamat Jalan Medan Tenggara Il Gang Pendidikan nomor 136
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015.-
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Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak melalui Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008.- Untuk itu Majelis Hakim menunjuk
Saudara Serliwaty, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator
sesuai penetapan Majelis Hakim nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 30 Juni
2015.

Namun Mediasi yang dilakukan Mediator tersebut gagal sesuai laporan Mediator
tanggal 07 Juli 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Para Penggugat.-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2015 Para Penggugat
memperbaiki surat gugatannya sepanjang mengenai identitas Penggugat | Theresia
br. Manurung.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat
mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonpensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. Tentang ldentitas Para Tergugat Yang Kabur Dan Tidak Jelas

— Bahwa apabila dicermati secara seksama jelas identitas dari Para Tergugat
yang diperbuat oleh si para Penggugat seperti terdapat didalam Isi Gugatan
Warisannya tersebut sangatlah bersalahan dan juga tidak ada mengandung
suatu kebenaran akan bulan lahirnya dari si Tergugat-Il yang bernama Anna
Julietta Sitompul dimana didalam Isi Gugatan Warisan yang diperbuatnya
ditulis bulan lahirnya adalah Oktober tahun 1965 dan ternyata sebenarnya
adalah bulan Januari 1965 lalu agamanya Tergugat-ll pun ditulis agama
Kristen yang ternyata sebenarnya Agama Kristen Protestan, sehingga akan
menimbulkan kerancuan penyebutan dan penulisan identitas dari Para
Tergugat yang kurang telitinya akan penulisannya tersebut yang padahal si
Penggugat-1 adalah merupakan ibu kandung dari Tergugat Il, yang sangat
kaccau sekali bila seorang ibu yang telah melahirkan anaknya sendiri seperti
halnya si Penggugat-l tidak mengetahui dengan jelas akan bulan berapa
kelahiran anaknya Tergugat Il yang bernama Anna Julietta Sitompul tersebut.

— Bahwa dengan adanya kesalahan di dalam hal perbuatan dan pencantuman
akan bulan kelahiran dari si Tergugat Il yang bernama Anna Julietta Sitompul
seperti yang terdapat di dalam Isi Gugatan Warisan yang diperbuat oleh Para
Penggugat, maka sangat dimohonkan sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kelas I-A Medan supaya berkenan membatalkan akan seluruh Isi Gugatan

Warisan dari para Penggugat demi hukum dan ataupun setidak-tidaknya
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menyatakan Gugatan Perdata Warisan tersebut ditolak dan tidak dapat

diterima (Niet on vankelijk verk laard) dan menghukum pada Penggugat untuk

membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
Il. Tentang Gugatan Perdata Warisan Terhadap Para Tergugat Kabu Dan Tidak Jelas

Karena :

A. Dasar pengajuan Gugatan Perdata Warisan ini diajukan oleh para Penggugat
yang katanya berdasarkan bukti-bukti yang autentik, patut dan kiranya kepada
majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan :
a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Sei

Situmandi No. 9, Kota Medan, dengan luas tanah 14 x 28 M? (empat belas
kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam “Surat
Keterangan Ganti Rugi” Nomor : 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16 Januari
1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D, Kecc. Medan
Barat, tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesuai dimaksud dalam Akta
Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor : 16, dibuat dihadapan Johan Paltii
Situmorang, Notaris, di Medan, tanggal 12 April 1977,

b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Karya /JI.
Dame Gg. Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 M? (dua
puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi), sebagaimana dimaksud
dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli Simorangkir
dengan Hareanta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala Kampung Sei Agul,
Kec. Medan Barat, tertanggal 4 Mei 1976;

c. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M? (dua
puluh enam kali empat belas meter persegi), sebagaimana dimaksud
dalam Surat Perjanjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah Diatasnya antara
Muhammad Kuat dengan Hareanta T. Sitompul, yang diketahui oleh
Penghulu Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 17 Djuni 1965;

d. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M? (dua puluh enam kali tiga belas
meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah
Rumah Diatasnya, antara Nai Arar Br. Hutasoit dengan Hareanta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D, tertanggal
11 Mei 1967,
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e. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di JI. Sei Seguti
Nomor 1/3 Kelurahan Sei Sikambing D, Medan, Kecamatan Medan
Petisah, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat
Hak Milik Nomor 821, dengan luas : 372 M? atas hama pemegang hak :
Hareanta T. Sitompul, yang diterbitkan di Kantor Pertanahan Kota Medan
pada tanggal 7 Maret 2002;

Adalah sah sebagai Harta warisan/harta peninggalan dari Alm Hareanta T.
Sitompul yang belum pernah dibagi kepada ahli waris (Penggugat-I,
Penggugat-1l, Penggugat-lll, dan Tergugat-I, Tergugat-1l, dan Tergugat-IV),
itu adalah argumentasi hukum yang sangat tidak benar, bohong dan
direkayasa oleh para Penggugat dimana menurut keterangan dari si
Tergugat-l kepada saya selaku Kuasa Hukumnya sekaligus Kuasa Hukum
Tergugat-ll, Tergugat-lll dan Tergugat-lV bahwa sesungguhnya dan
sebenarnya ibu kandung dari si Tergugat-I, Il, 11l dan IV dan juga sekaligus
dari si Penggugat-ll dan Penggugat-lll yang telah memasuki usia yang
sangat tua yaitu sekitar diatas umur 70 tahun sudah sangat banyak
pelupanya dan juga sudah sangat begitu tidak memiliki suatu ingatan yang
cukup kuat didalam hal mengenai suatu perbuatan-perbuatannya yang
telah banyak membuat susah akan situasi dan keadaan dari dirinya
Tergugat-l yang selaku anak yang paling tua dari 5 orang adik-adiknya
yang memang sangat memiliki sifat-sifat yang boleh dikatakan sangatlah
berbagai macam pemikiran yang begitu bermacam watak dan sifat yang
kadang kala harus dapat disabar-sabari dan dimaklumi si Tergugat-l selaku
memang dirinya merupakan anak laki-laki yang paling tua yang
bagaimanapun merupakan suatu pengganti bapaknya yang telah lama
meninggal dunia sehingga didalam hal menghadapi persoalan hukum
Gugatan Perdata Warisan yang diajukan oleh pihak dari para penggugat
yang merupakan tidak lain adalah mamaknya sendiri beserta kedua (2)
orang adik-adik dari Tergugat-l yang selaku anak yang paling besar dan
paling tua yang bersama-sama dengan ibu kandungnya yang telah
berumur cukup tua dan boleh dikatakan sudah berumur telah ujur dan
seharusnya dan sepantasnya tidak dapat dipaksakan oleh si Penggugat Il
dan si Penggugat Il didalam memasukkan dan membuat Berkas Gugatan
Perdata Warisan bagi para si Tergugat tersebut yang memang gugatan
perdata warisan tersebut terhadap para Tergugat adalah kabur dan tidak

jelas akan segala isi Gugatan perdata warisan tersebut.
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f. Bahwa dengan telah asal buatnya akan isi gugatan perdata warisan
tersebut terhadap para tergugat maka sudah cukup sangat jelas bagi
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan untuk dapat
menyatakan gugatan para Penggugat supaya dapat ditolak demi hukum
dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menghukum para Penggugat
untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

g. Bahwa alasan mengapa dikatakan para Tergugat sesungguhnya dan
sebenarnya gugatan perdata warisan tersebut adalah kabur dan tidak jelas
terhadap dirinya para tergugat itu memang benar akan adanya yang
dimana sebidang tanah berikut diatasnya yang terletak di Blok 3 A Jl.
Seperjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan Kecamatan Medan
Barat dengan ukuran 26 x 13 M? (dua puluh enam Kkali tiga belas meter
persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penjerahan/Pemindahan Hak
Milik Atas Sebidang Tanah dan Sebuah Rumah Diatasnya, antara Nai Arar
Br. Hutasoit dengan Hareanta T. Sitompul, diketahui oleh Penghulu
Kampung Sei Sikambing D, tertanggal 11 Mei 1967, sudah bukan lagi
merupakan sebagai harta warisan/harta peninggalan dari Alm. Hareanta T.
Sitompul dimana telah menjadi hak milik dari si Tergugat-l yang sesuai
dengan Bukti Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 7
yang diperbuat dihadapan Notaris Jansiman Purba, Sh, sehingga sungguh
sangatlah pelupa besar akan dirinya di Penggugat-l selaku istrinya dari
Alm. Hareanta T. Sitompul yang telah menyetujui akan pembuatan berkas
pelepasan hak atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 7 tersebut yang
didalam Acara Pembuktian surat dari pihak para Tergugat akan diajukan
berkas melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi yang diberi nomor
Akta : 7 tersebut;

h. Bahwa begitupun dengan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang
terletak di JI. Sei Seguti No. 1/3 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan
Medan Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam
Setifikat Hak Milik Nomor : 821, dengan luas : 372 M? atas nama
pemegang hak : Hareanta T. Sitompul, yang diterbitkan di Kantor
Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Maret 2002, juga bukan lagi
sebagai harta warisan/harta peninggalan dari Alm. Hareanta T. Sitompul
dimana telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 39/2007 yang
dikeluarkan oleh Notaris Jansiman Purba Sarjana Hukum pada hari Senin
tanggal 31 Desember 2007 yang diketahui dan mendapat persetujuan dari

istrinya yang bernama Theresia Manurung (si Penggugat-1 kepada pihak
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Tergugat-l yaitu Sahattua Sitompul yang menerima hibah dari pihak
pertama yaitu : Hak Milik/Hak Guna Usaha/Guna Bangunan yang meliputi :
1 (satu) pintu bangunan tempat tinggal permanen, yang terbuat dinding
batu, atap seng, lantai semen yang diperlengkapi dengan aliran listrik dan
air leideng serta hak-hak atas langganannya yang selanjutnya semua
diuraikan diatas dalam akta ini disebut objek hibah, yang dimana tujuan
dari dihibahkannya sama si Tergugat-l adalah agar dapat mau meminjam
uang yang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
untuk menutupi akan hutang-hutang dari si Penggugat-l yang waktu itu
sempat dan pernah berbisnis jula-jula uang akan tetapi tidak ada hasilnya
dan malahan ditimpah hutang-hutang yang cukup banyak sehingga mau
tidak mau si Tergugat-1 selaku anak paling tua harus melakukan tindakan
seperti yang terdapat pada isi Jawaban saya selaku Kuasa Hukum Para
Tergugat dan juga agar uang untuk mau menutupi kebutuhan hidup sehari-
hari dari orang tuanya para Tergugat dan Para Penggugat tersebut yang
memang telah mendapatkkan persetujuan dari para Penggugat dan juga
dari Para Tergugat itu sendiri;

i. Bahwa seperti yang telah dikatakan si Tergugat-l sama saya selaku Kuasa
Hukumnya sesungguhnya dan sebenarnya yang menguasai fisik bukti
kepemilikan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yyang terletak di
JI. Sei Situmandi No. 9, Kota Medan, dengan luas tanah 14 x 28 M? (empat
belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam
“Surat Keterangan Ganti Rugi” Nomor : 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16
Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D, Kec.
Medan Barat, tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesuai dimaksud
dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor : 16, dibuat dihadapan
Johan Palti Situmorang, Notaris, di Medan, tanggal 12 April 1977, adalah
suratnya berada sama si Tergugat-IIl akan aslinya dan bukan ada sama si
Tergugat-I seperti dikatakannya di dalam isi gugatannya pada point huruf A
yang dimana surat tanah tersebut dititipkan untuk disimpan oleh si
Tergugat-Ill yang juga diketahui oleh si Tergugat-I, Tergugat-1l dan juga
sama-sama diketahui si Penggugat-I, I, dan Ill dan tidak ada keberatan;

j- Bahwa bagitupun sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak
di JI. Karya/Jl. Dame Gg. Ayem, Blok IV, Kampung Sei Agul dengan luas
27 x 19 M? (dua puluh tujuh kali sembilan belas meter persegi),
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut

Maruli Simorangkir dengan Hareanta T. Sitompul, diketahui oleh Kepala
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Kampung Sei Agul, Kec. Medan Barat, tertanggal 4 Maret 1976, yang
dimana menguasai fisik bukti kepemilikan adalah berada dalam
penguasaan si Tergugat-lll dan bukan sama si Tergugat-l yang memang
sama-sama juga dititipkan untuk disimpan oleh Tergugat-lll agar supaya
menghindari tidak dapat diselewengkan ataupun disalah gunakan oleh si
Penggugat-1l dan Penggugat-1ll yang tahunya hanya mau menjual harta
peninggalan dari bapak mereka yang telah meninggal dunia tersebut dan
dari para ahli waris yang berjumlah 5 orang anak tersebut tidak ada merasa
keberatan atas penitipan surat fisik bukti tersebut kepada Tergugat-Iil;

k. Bahwa kalau mengenai tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di
Kampung Sungai Sikambing D, Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 M?
(dua puluh enam kali empat belas meter persegi) sebagaimana dimaksud
dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah beserta Rumah diatasnya antara
Muhammad Kuat dengan Hareanta T. Sitompul, yang diketahui Penghulu
Kampung Sungai Sikambing D, tertanggal 13 Juni 1965, dimana ditempati
oleh si Penggugat-l, Penggugat-ll dan Penggugat-lll dan yang menguasai
fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan adalah Penggugat-I;

. Bahwa dari sekian banyak keterangan-keterangan yang telah saya
sampaikan selaku Kuasa Hukumnya dari Tergugat seperti didalam jawaban
saya ini maka sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan untuk berkenan membatalkan demi
hukum akan segala isi gugatan dari Penggugat tersebut yang apalagi
seperti dari isi gugatannya pada point angka ke-9 pada halaman 5 dari isi
argumentasi hukumnya dari si para Penggugat tersebut yang asal
mencantumkan nomor HP yang bukan kepunyaan dari si Tergugat-l dan
dari adanya asal mencantumkan nomor HPnya si Tergugat yang tidak ada
benarnya nomor HPnya dari pihak si Tergugat-I tersebut maka argumentasi
hukum dari Penggugat tersebut supaya dapat dibatalkan demi hukum
karena penjualan rumah yang berasal dari iklan terdapat di dalam Koran
Tribun Medan di halaman 10, tertanggal 08 Desember 2013 telah sangta
mendapat persetujuan dari para Penggugat dan juga dari si para Tergugat
dimana telah bersama-sama disepakati akan besar jumlahnya harga rumah
yang diiklan tersebut dan jadi alangkah sangat pembohongnya akan diri
para Penggugat yang merasa tidak takut akan dosa-dosanya yang
menyatakan seperti didalam isi gugatannya didalam isi poin No. 9 pada
halaman ke-5 tersebut sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya

argumentasi hukum seperti itu haruslah dapat dikesimpulkan dan bila perlu
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dapat dibatalkan demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas
I-A Medan;

m. Bahwa sangatlah tidak benar bila si Tergugat-I selaku anak yang paling tua
yang merupakan tulang punggung pengganti bapaknya yang telah lama
meninggal dunia mencoba mengalihkan, menjual, memindah tangankan
sebahagian harta peninggalan orang tua kepada pihak lain secara sepihak
seperti tuduhan yang telah disampaikan Para Penggugat seperti yang
terdapat di dalam isi gugatannya yang terdapat di dalam point angka 11
pada halaman 5 dimana justru si Penggugat-1l dan si Penggugatlah yang
telah mau berusaha merongrong ataupun selalu mau mendesak-desak si
Penggugat-l yang telah lanjut usianya yang diatas 70 tahun untuk mau
supaya menjual harta-harta dari peninggalan bapak mereka berenam (6)
yang telah meninggal dunia tersebut.

n. Bahwa mengenai akan perihal undangan musyawarah kekeluargaan para
ahli waris Alm. Hareanta T. Sitompul yang ditujukan kepada semua ahli
waris yang disampaikan oleh Para Penggugat seperti yang terdapat
didalam isi gugatannya pada point 12, 13, 14 itu menurut Para si Tergugat
adalah suatu yang merupakan usaha sangatlah sia-sia saja bila si
Penggugat-1 selaku mamaknya ataupun ibunya dari Para ahli waris yang
berjumlah 6 (enam) orang tersebut terlalu menuruti permintaan yang tidak
masuk akal Para Tergugat akan perilaku dari si Penggugat-Il dan si
Penggugat-1ll yang tahunya hanya mau menjual akan harta-harta
peninggalan bapak mereka tersebut sehingga rasanya tidak ada gunanya
bagi Para Tergugat untuk mau memusyawarahkan akan perihal soal
mengenai harta-harta peninggalan bapak mereka tersebut, maka didalam
jawaban dari Para si Tergugat ini sangat dimohonkan bagi Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kelas-IA Medan untuk dapat membatalkan demi hukum
akan argumentasi-argumentasi hukum yang seperti disampaikan oleh Para
Penggugat didalam seluruh isi gugatannya tersebut.

0. Bahwa jadi dengan adanya suatu pertimbanga yang cukup matang diatara
Para Tergugat yag berjumlah 4 (empat) orang tersebut dengan suatu
kesepakatan musayawarah yang cukup bulat dan tegas membuat suatu
surat pernyataan yang intinya bahwa Para Tergugat yang berjumlah 4
(empat) orang anak-anak kandung dari Hareanta T. Sitompul bersepakat
tidak berkenan melakukan pembagian harta-harta warisah peninggalan dari
Alm. Bapak kandungnya tersebut dimana untuk menghindari akan

perbuatan yang tidak terpuji yang akan dilakukan oleh si Penggugat-Il dan
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si Penggugat-11l dalam hal mau memaksa dan mendesak-desak mamaknya
ataupun ibu kandungnya si Penggugat-1l dan si Penggugat-11l dan maupun
si Tergugat-l, Il, Il dan IV dalah hal mau menjual akan harta-harta
peninggalan tersebut dan untuk itu maka Para Tergugat secara bulat-bulat
bermusyawarah untuk tidak akan mau membagi-bagi harta peninggalan
tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas-l A Medan karena masih
hidupnya si Penggugat-l selaku mamak ataupun ibu kandung ahli waris
tersebut.

p. Bahwa diperbuatnya akan surat pernyataan oleh Para Tergugat yang
berjumlah 4 (empat) orang tersebut yang diperbuat pada tanggal 31 Juli
2015 yang intinya seperti telah disampaikan oleh saya selaku kuasa hukum
Para tergugat bahswa mereka berempat (4) yakni Tergugat-I, Il, 1ll dan IV
tidak setuju dan mereka sangat keberatan bila harta-harta peninggalan dari
bapak mereka tersebut dibagi-bagi oleh si Penggugat-Il dan si Penggugat-
Il yang hanya tahunya mau menjual-jual saja akan harta-harta peninggalan
bapak mereka dan sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kelas-l A Medan untuk dapat mengesampingkan segala
argumentasi-argumentasi hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat-
I, Il dan Il yang dimana tujuan hidup dari si Penggugat-Il dan Penggugat-Ii|
menurut keterangan dari Para Tergugat kepada saya kuasa hukumnya
hanyalah mau menghabiskan dan juga mau menggerogoti dan mau
menghancurkan segala harta-harta peninggalan bapak mereka tersebut
melalui perantara dari si Penggugat-I selaku ibu kandung mereka berenam
yang masih hidup.

lll.Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak, Ada Phak Yang tidak ditarik
sebagai Pihak Dalam Perkara).

— Bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh si Tergugat-l kepada saya selaku
Kuasa Hukumnya dan juga sebagai hukum dari si Tergugat-ll dan Tergugat-Il|
dan Tergugat-V, bahwa sesungguhnya dan sebenarnya Sebidang tanah
berikut bangunan diatasnya yag terletak di Blok 3A Dj. Seperjuangan,
Kampung Sei Sikambing D, Medan, Kecamatan Medan Barat dengan ukuran
tanah 26 x 13M? (dua puluh enam kali tiga belas meter persegi) sebagaimana
dimaksud dalam Surat Penyerahan/ Pemindahan Hak Milik atas sebidang
tanah dan sebuah rumah diatasnya, antara Nai Arar Br. Hutasoit dengan
Hareanta T. Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D,
tertanggal 11 Mei 1967, telah dijual dengan berdasarkan bukti Surat

Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi NO. 7 inilah seharusnya Para

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus turut menggugat akan notaris yang bernama Jansiman
Purba tersebut selaku pihak si Tergugat agar semakin jelas bahwa gugatan
Para Penggugat dan akan tetapi dikarenakan tidak ada diikutsertakan akan
pihak notaris Jansiman Purba didalam isi gugatan warisannya, sudah jelas
bahwa gugatan Para penggugat telah melanggar ketentuan hukum formil.

— Bahwa dari adanya bukti Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti
Rugi NO. 7 tersebut dan lalu di acara pembuktian surat secara tertulis akan
diajukan oleh pihak Para Tergugat maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kelas-IA Medan untuk dapat berkenan membatalkan demi
hukum akan segala isi gugatan warisan yang diperbuat oleh Para Penggugat
karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 11 Januari 1975
NO. 1078K/SIP/1972, membenarkan hal tersebut diatas yang amarnya
berbunyi : “Bahwa seharusnya pihak sebagai penandatangan perjanjian
diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak, karena tidak diikutsertakan dalam
perkara secara formil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima”.

— Bahwa begitupun mengenai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang
terletak di Jalan Sei Seguti Nomor : 1/3 Kelurahan Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud
dalam Sertfikat Hak Milik Nomor : 821 dengan luas : 372 M pada hari Senin
tanggal 31 — 12 — 2007 dihadapan Notaris Jansiman Purba, sehingga sudah
cukup jelaslah bahwa sesungguhnya dan sebenarnya gugatan warisan yang
disampaikan oleh Para Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum
formil dimana di acara pembuktian surat secara tertulis dari pihak Para
Tergugat akan diajukan ke Persidagan bersama-sama dengan Surat
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi NO. 7 yang diperbuat pada
hari Kamis tanggal 16 April 2009 dihadapan Notaris Jansiman Purba.

— Bahwa jadi dikarenakan tidak sempurnanya aka nisi gugatan warisan yang
diperbuat oleh Para Penggugat tersebut maka sungguh sangat disayangkan
akan niat tidak baik dari si Penggugat-1l dan si Penggugat-Ill yang selalu saja
memaksa dan mendesak-desak akan dirinya si Penggugat-l selaku ibu
kandungnya yang telah berumur cukup banyak dan juga sudah pasti memiliki
banyak kelemahan yang paling terutama kelemahan akan daya fikirnya yang
semakin berkurang, maka dimohon sama Majleis Hakim Pengadilan Negeri
Kelas-IA Medan untuk dapat membatalkan demi hukum atau setidak-tidaknya

menolak keseluruhan isi gugatan Para penggugat tersebut.
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Bahwa dari uraian-uraia Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka sudi
kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan
untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk
Verklaard).

V. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi secara mutatis dan
mutadis dianggap telah termasuk kedalam bagian pokok perkara dan untuk itu
itu tidak perlu lagi diulang kembali.

2. Bahwa Para Tergugat tetap degan tegas membantah dan menolak seluruh
dalil-dalil gugatan Para penggugat, karena alasa Para penggugat dalam surat
gugatannya adalah tidak benar, bohong serta mengada-ada (rekayasa),
kecuali kebenarannya secara tegas Para Tergugat akui dalam jabatan
terhadap gugatan ini.

3. Bahwa benar Tergugat-l ada membuat :

— Suatu Surat Akta Hibah NO. 39/2007 dihadapan Notaris Jansiman Purba
terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan
Sei Seguti Nomor 1/3, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan
Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat
Hak Milik Nomor : 821, dengan luas 372 M? atas nama pemegag Medan
pada tanggal 7 Maret 2002, yang mana hibah ini terjadi dikarenakan untuk
supaya si Tergugat-l selaku anak yang paling tua supaya dapat
memberikan bantuan pertolongan didalam hal mau menutupi pinjaman
uang ataupun mau menutupi hutang-hutang dari si Penggugat-l yang
sewaktu itu berbisnis mengangsurkan ataupun bermain uang jula-jula yang
ternyata tidak ada mengahasilkan uang dan malahan banyaknya hutang-
hutang yang harus ditutupi oleh si Tergugat-l dengan jalan meninjam uang
dari Bank yang ada Propinsi Sumatera Utara ini yang sekaligus agar ada
mau menutupi keperluan hidup dari orang tuanya (bapaknya) yang waktu
itu masih hidup sehingga dengan cara menghibahkan rumah inilah maka
dapat membuat si Tergugat-l memenuhi kebutuhan hidup dari orang
tuanya dan adik-adiknya Tergugat-l yang memang merupakan seorang
notaris dan lagi pula Para Penggugatpun ada mengetahui akan persoalan
mengenai hibah ini dan yang yang dimana mereka tidak merasa keberatan
terhadap upaya hukum hibah ini.

— Suatu Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi NO. 7

terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok
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3A Dj. Seperjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Kecamatan
Medan Barat dengan ukuran tanah 26 x 13M? (dua puluh enam kali tiga
belas meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan /
Pemindahan Hak Milik Atas sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya
antara Nai Arar Br. HUtasoit dengan Hareanta T. Sitompul, diketahui oleh
Penghuku Kampung Sei Sikambing D, tertanggal 11 Mei 1967, dimana
rumah tersebut adalah bukan lagi merupakan bagian dari harta warisan
tetapi sudah menjadi Hak Milik dari si Tergugat-l berdasarkan Surat
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor Akta : 7 yang
diperbuat pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009 dihadapan Notaris Kota
Medan yang bernama Jansiman Purba, SH, sehingga sudah sangat cukup
jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan untuk dapat
menolak demi hukum akan segala isi gugatan dari Para si Penggugat
tersebut karena tidak semua harta-harta dari peninggalan Alm. Hareanta T.
Sitompul yang disebutkan dan disampaikan oleh Para Penggugat seperti
didalam isi gugatannya tersebut adalah harta warisan sehingga alangkah
sangat disayangkan bila Para Penggugat tidak mau menyadari akan
ketamakan dan kerakusan mereka berdua yakni Penggugat-ll dan
Penggugat-1ll  didalam hal mau menggerogoti dan juga mau
menghancurkan harta-harta peninggalan dari Bapak mereka tersebut,
itulah merupakan suatu pendapat dari Para Tergugat kepada saya selaku
Kuasa Hukum dari si Tergugat-I, Il, lll dan IV.

4. Bahwa Tergugat-l dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Para
Penggugat yang menyatakan Tergugat-l ada menguasai bukti fisik
kepemilikan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di
Jalan Sei Situmandi NO. 9 Kota Medan, dengan luas tanah 14 x 28 M?
(empat belas kali dua puluh delapan meter persegi), lebih lanjut diuraikan
dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 04/ST/SKD/IV/73, tanggal 16
Januari 1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Barat, tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesuai
dimaksud dalam Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor : 16 dibuat
dihadapan Johan Palti Situmorang, Notaris di Medan, tanggal 12 April 1977,
dimana bukti surat aslinya ada ditangan si Tergugat-lll yang di Jakarta dan
bukan sama si Tergugat-l yang memang juga diketahui oleh si Tergugat-II
dan IV dan juga diketahui oleh si Tergugat-l, Il dan Ill, bahwa surat asli
tersebut dititipkan untuk disimpan dengan baik sama si Tergugat-1ll sehingga

tidaklah benar akan segala isi gugatan dari Para Penggugat tersebut.
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5. Bahwa begitupun si Tergugat-l (Sahat Tua Sitompul, SH) dengan tegas
menolak dan membantah dalil-dalii Para Penggugat yang menyatakan
Tergugat-l ada menguasai bukti fisik kepemilikan sebidang tanah berikut
bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Karya / Jalan Dame Gg. Ayem,
Blok IV Kampung Sei Agul dengan luas 27 x 19 MZ2 (dua puluh tujuh kali
sembilan belas meter persegi), sebagaimana dimakud dalam Surat
Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli Simorangkir dengan Hareanta T.
Sitompul, diketahui oleh Kepala Kampung Sei Agul, Kecamatan Medan Barat,
tertanggal 14 Mei 1976, yang mana juga bukti fisik kepemilikan sama-sama
dititipkan / disimpan si Tergugat-lll untuk menghindari jangan sampai dijual
balikan oleh si Penggugat-ll dan lll akan kedua (2) objek surat tanah asli
tersebut dan tidak benar bukti fisik surat asli tersebut ada pada si Tergugat-I
da penitipan akan kedua (2) surat asli tersebut diketahui oleh Penggugat-I, II,
[l dan Tergugat-IV yang mereka berenam tidak ada merasa keberatan atas
penitipan surat asli tersebut.

6. Bahwa adapun alasan Tergugat-l menyatakan bahwa sebidang tanah berikut
bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj. Seperjuanga, Kampung Sei
Sikambing D, Medan, Kecamatan Medan Barat dengan ukuran tanah 26 x 13
M2 ( dua puluh enam Kkali tiga belas meter persegi) sebagaimana dimaksud
dalam surat Penyerehan / Pemindahan Hak MIlik atas sebidang tanah dan
sebuah rumah diatasnya antara Nai Arar Br. Hutasoit dengan Hareanta T.
Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D, tertanggal 11
Mei 1967, itu merupakan bukanlah bagian dari harta warisan peninggalan
orang tuaya si Tergugat-l lagi dimana berdasarkan Surat Melepaskan Hak
Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor Akta 7 diterangkan dalam Pasal 1
yaitu apa yang dilepaskan haknya dengan akta ini mulai hari ini dan tanggal
akta ini berpindahlah menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua (Sahat Tua
Sitompul, SH) dan dengan demikian segala sesuatu yang terjadi diatasnya
menjadi keuntungan atau kerugian pihak kedua (Sahat Tua Sitompul, SH).

7. Bahwa kemudian sebelum Alm. Hareanta T. Sitompul meninggal dunia telah
terjadi suatu penghibahan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya
yang terletak di Jalan Sei Seguti Nomor : 1/3 Kelurahan Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Petisah, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana
dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 821 dengan luas 372 M? atas
nama pemegang hak Hareanta T. Sitompul, yang diterbitkan di Kantor
Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Maret 2002, dimana sesuai dengan
bukti surat Hibah NO. 39/2007 yang diperbuat pada hari Senin tanggal 31 —
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12 — 2007 dihadapan Notaris Kota Medan yang bernama Jansiman Purba
yang mana terjadinya Hibah ini diakibatkan sangat dibutuhkannya uang yang
nilainya cukup lumayan banyak di dalam hal mau menutupi akan hutang-
hutang dari si Penggugat-l yang telah banyak memiliki hutang sama orang
lain yang sewaktu itu berbisnis main jula-jula uang yang tidak menghasilkan
keuntungan dan malahan suatu kerugian yang cukup banyak sehingga harus
memerlukan suatu tindakan yang cukup cepat didalam hal mencari uang
yang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut yang juga dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dari bapaknya Para Penggugat dan Tergugat
dan ternyata sampai sekarang ini uang yang telah dikeluarkan oleh si
Tergugat-l didalam hal menutupi akan pembayaran hutang-hutang dari si
Penggugat-l1 dan juga sebagai kebutuhan hidup keluarga orang tuanya si
Tergugat-l yang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
belum kembali sama si Tergugat-I.

8. Bahwa dengan adanya bukti Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan
Ganti Rugi Nomor Akta : 7 dan juga Bukti Surat Hibah NO. 39/2007 yang
sama-sama diperbuat dihadapan Notaris Kota Medan yang bernama
Jansiman Purba, SH, maka sudah cukup jelas bahwa gugatan warisan yang
diajukan oleh Para Penggugat adalah telah cacat hukum dan oleh karena itu
batal demi hukum yang tidak ada mengikut sertakan pihak NOtaris Jansiman
Purba, SH, sebagai pihak yang ikut digugat dan sudah selayaknya dan
sepantasnya gugatan perdata warisan yang diajukan Para Penggugat
tersebut adalah batal demi hukum.

9. Bahwa begitupun mengenai akan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Para
Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 ini yang intinya menyatakan bahwa Para
Tergugat yang berjumlah 4 (empat) orang anak-anak kandung dari Almarhum
Hareanta T. Sitompul tidak merasa setuju dan merasa sangat keberatan bila
diadakan pembagian harta warisan ke Pengadilan Negeri Medan
dikarenakan masih hidupnya si Penggugat-l selaku mamak (ibu kandung)
dari Para Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari perpecahan
yang bersaudara kandung.

10. Bahwa karena tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan, Kecamatan Medan Barat
dengan ukuran tanah 26 x 13 M? (dua puluh enam kali tiga belas meter
persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan / Pemindahan Hak
Atas Sebidang Tanah dan sebuah rumah diatasnya antara Nai Arar Br.

Hutasoit dengan Hareanta T. Sitompul, diketahui oleh Penghulu Kampung
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Sei Sikambing D, tertanggal 11 Mei 1967, telah dijual berdasarkan Bukti
Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diberi Nomor
Akta : 7, maka sudah tidak lagi merupakan harta warisan / harta peninggalan
dari Almarhum Hareanta T. Sitompul da begitu juga sebidang tanah berikut
bagunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei Seguti Nomor : 1/3 Kelurahan
Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Propinsi Sumatera Utara
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 821, dengan luas
372 M? atas nama pemegang hak Hareanta T. Sitompul, yang diterbitkan di
Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 7 Maret 2002, itupun sudah
dihibahkan yang sesuai dengan Bukti Surat Akta Hibah NO. 39/2007 yang
tidak ada kewajiban si Tergugat-l untuk mau menyerahkan kepada
Penggugat-l, Penggugat-ll dan Penggugat-lll berupa surat asli bukti
kepemilikan atas tanah peninggalan / harta warisan yang disebutkan oleh
Para Penggugat seperti didalam isi gugatannya tersebut.

11. Bahwa dikarenakan telah adanya suatu Surat Pernyataan yang diperbuat
oleh si Tergugat-I, Il, lll dan IV yang intinya bahwa tidak akan berkenan dan
tidak akan setuju bila dibagi-bagi akan harta peninggalan melalui Pengadilan
Negeri Kelas-IA Medan dengan alasan untuk menjaga agar tidak disalah
gunakan oleh si Penggugat-1l dan si Penggugat-Ill akan mengenai surat-surat
asli yang ada ditangan si Tergugat-lll yang memang hanyalah sebagai
tempat penitipan untuk disimpansecara baik-baik oleh si Tergugat-IIl tersebut
yang tinggal di Jakarta sehingga tidak menyetujui adanya pembagian harta
warisan tersebut yang 1/7 bagian ahli waris masing-masing.

12. Bahwa Tergugat-l, II, 1l dan IV juga menolak putusan dalam perkara ini
dijalankan serta merta karena tidak ada alasan dan urgensinya.

13. Bahwa Tergugat-l, Il, lll dan IV menolak dijalankan sita jaminan atas tanah
terperkara karena bukan merupakan hak warisan.

14. Bahwa karena tanah terperkara adalah bukan merupakan tanah milik warisan
yang terletak Blok 3A Dj. Seperjuangan, Kampung Sei Sikambing D, Medan,
Kecamatan Medan Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 M2 (dua puluh enam
kali tiga belas meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam surat
Penyerahan / Pemindahan Hak Atas Sebidang Tanah dan sebuah rumah
diatasnya, antara Nai Arar Br. Hutasoit dengan Hareanta T. Sitompul
diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D, Tertanggal 11 Mei 1967,
dan bersadarkan Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Gati Rugi
Nomor Akta : 7 dimana merupakan adalah hak milik dari si Tergugat-I dan

bukan merupakan harta peninggalan atau harta warisan seperti yang
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dikatakan Para Penggugat dan untuk karena itu menolak demi hukum
membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap keterlambatan Tergugat-I, Il, Ill dan IV melaksanakan putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa Terguga-l. Il, lll dan IV menolak membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Dari uraian-uraian hukum tersebut diatas sekali lagi Tergugat-l, I, 1l dan IV

memohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini,

memohon agar sudilah kiranya untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat
atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.
V. DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK / BALASAN).

Bahwa dengan alasan-alasan Para Tergugat yang diuraikan diatas, maka Para

Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan kepada Para Tergugat dan

sebaliknya pula dengan ini Para Tergugat mengajukan gugatan balasan

(Rekonpensi) terhadap Para Penggugat Konpensi, yaitu sebagai berikut :

— Bahwa antara gugatan Kopensi dengan gugatan Rekonpensi ini adalah sangat
erat hubungan atau pertautan hukumnya.

— Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban
(Konpensi) diatas adalah satu kesatuan dengan gugatan balasan
(Rekonpensi) ini sehingga penulisannya tidak diulang kembali.

— Bahwa dalil Para Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat-|
dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi hyang mencoba
mengalihkan, menjual, memindah tangankan sebahagian harta peninggalan
orang tua kepada pihak-pihak yang lain secara sepihak adalah sangat
merugikan hak-hak keperdataan itu adalah suatu argumentasi hukum yang
sangat tidak benar dan telah mengakibatkan Tergugat-l Rekonpensi / Para
Penggugat Konpensi/ Para Penggugat dalam Konpensi melakukan perbuatan
melawan hukum (onrecht matigedaad) yaitu penghinaan terhadap pribadi dan
atau profesi Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat-l Konpensi selaku
seorang notaris di tengah — tengah masyarakat, keluarga maupun terhadap
pemerintahan (termasuk terhadap pemakai jasa notaris).

— Bahwa akibat perbuatan Tergugat-l Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka
Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat-l Konpensi telah terhina dan tercemar
nama baiknya dan sangat tertekan serta terganggu secara moral dalam
menjalankan usahanya, oleh karena itu Para Penggugat Rekonpensi /
Tergugat-l Konpensi memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi.
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a. Memulihkan nama baik dan kehormatan Para Penggugat Rekonpensi yaitu
membuat permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para
Tergugat Konpensi dengan cara sebagai berikut :

— Membuat dan menyampaikan secara langsung surat permintaan maaf
oleh Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi kepada Para
Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi.

— Membuat iklan / pemberitahuan yang disiarkan / diberitakan di Koran
terbitan local Medan dan Koran nasional dengan ukuran masing-masing
sekurang-kurangnya 20 x 20 cm, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut,
termasuk hari libur.

b. Mengganti kerugian Para Peggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi
akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Para
Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi yang ditaksir jumlahnya
R0.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :

— Ganti rugi material, temasuk didalamnya tersitanya waktu Para
Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi serta biaya-biaya
untuk berperkara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
biaya lain yang tak terduga sebelumnya untuk menghadapi perkara ini,
seluruhnya ditaksir sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) sehingga total kerugian material seluruhnya sejumlah
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

— Ganti rugi Immaterial tidak dapat diukur nilainya dengan uang tetapi
ditaksir sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

— Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonpensi / Para
Penggugat Konpensi bersedia membayar uang tersebut maka patut
kiranya apabila seluruh harta benda Para Tergugat Rekonpensi / Para
Penggugat Konpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
agar diletakkan sita jaminan.

— Bahwa supaya Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi
tidak lalai dalam melaksanakan putusan Rekonpensi ini mohon sita
jaminan tersebut dilaksanakan secara serta merta.

— Bahwa adanya dugaan itikat tidak baik dari Para Tergugat Rekonpensi /
Para Penggugat Konpensi mengambil manfaat waktu dari proses
berperkara di Pengadilan yang nantinya dapat melakukan upaya hukum
banding dan kasasi dengan alasan yang dicari-cari sehigga para

Tergugat Rekonpensi dapat meghindar lebih lama memenuhi kewajiban

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu
walaupun ada banding, verzet dan kasasi.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Penggugat Rekonpensi / Para
Tergugat Konpemsi mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Kelas-l A
Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan
sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi.

2. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi
untuk seluruhnya.

3. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (Rekonpensi) dari Para
Penggugat Rekonpensi / Para tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat
Rekonpensi / Para Penggugat Kopensi adalah fitnah atau menghina Para
Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kopensi.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kopensi untuk
melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan para Penggugat
Rekonpensi / P:ara Tergugat Konpensi, dengan membuat permintaan maaf
kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi yaitu dengan
cara sebagai berikut :

a. Membuat dan menyampaikan secara langsung surat permintaan maaf
oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi kepada
Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi.

b. Membuat iklan / pemberitahuan yang disiarkan / diberitakan di Koran
terbitan local Medan dan Koran nasional dengan ukuran masing-masing
sekurang-kurangnya 20 x 20 cm, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut,
termasuk hari libur.

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk
mengganti kerugian baik kerugian material maupun immaterial kepada Para
Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi akibat yang dilakukan oleh
Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dengan tunai, segera
dan sekaligus yaitu :

a. Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai ganti
kerugian material atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil oleh

Pengadilan Negeri Kelas-I A Medan (Ex aequo et bono).
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b. Uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sebagai
ganti kerugian immaterial atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil
oleh Pengadilan Negeri Kelas-1A Medan (Ex aequo et bono).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk
membayar dwangsoom Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / hari sejak putusan
berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan.

9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera meskipun ada
perlawanan, banding, kasasi ataupun ikhtiar hukum lainnya (uitvoerbaar bij
voorraad).

10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Peggugat Konpensi untuk
membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan Konpensi maupun gugatan

Rekonpensi.

ATAU :

Apabila yang terhormat Pengadilan Negeri Kelas-IA Medan Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo et
bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpensi Para Tergugat
tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik dan jawaban dalam rekonpensi pada
tanggal 1 September 2015.-

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonpensi dari Para
Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik dan replik dalam
rekonpensi pada tanggal 8 September 2015.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 05 Juli 2012, bukti P-1.-

2. Surat Perdjandjian Djual Beli tanah beserta rumah diatasnya tanggal 13 Djuni
1965, buktiP-2.-

3. Surat Penjerahan/Pemindahan Hak Milik atas sebidang tanah dan sebuah
rumah diatasnya tanggal 11 Mei 1967, bukti P-3.-

4. Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak nomor 16 tanggal 12 April 1977, bukti P-
4.-

5. Pelaporan Saudara Theresia Manurung atas kematian Hareanta Sitompul,
tanggal 08 Desember 2010, bukti P-5.-

6. lklan Surat Kabar Tribun Medan terbitan Minggu tanggal 08 Desember 2013,
bukti P-6.-
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7. lklan Surat Kabar Tribun Medan terbitan Rabu tanggal 11 Desember 2013,
bukti P-7.-

8. Akta Sewa Menyewa nomor 18 tanggal 30 Nopember 1977, bukti P-8.-

9. Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak nomor 17 tanggal 30 Nopember
1977, bukti P-9.-

10.Surat Setoran Pajak ( S.S.P ) atas namawajib pajak PT. EMKL Sungai
Nonang, bukti P-10.-

11.Kartu Nomor Wajib Pajak atas nama wajib pajak PT. Sungai Nonang NPWP.
1.115.521.5-112, bukti P-11.-

12.Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) atas nama wajib pajak Hareanta
Sitompul, bukti P-12.-

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012
atas nama T. br. Manurung, bukti P-13.-
Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan
dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-10,-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat
menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji :

1. Imelda Siahaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang
terletak di Jalan Sei Situmandi nomor 9 Medan.-

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut.-

- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah.-

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut setelah saksi membaca koran
Tribun pada iklan koran tersebut disebutkan ada dijual rumah.-

- Bahwa setelah membaca iklan koran tersebut lalu saksi menghubungi adik
saksi tentang iklan tersebut namun adik saksi mengatakan tidaktahu
tentang iklan tersebut.-

- Bahwa nomor telephon pada iklan tersebut adalah nomornya anak
Theresia Manurung yang bernama Sahattua Sitompul.-

- Bahwa Theresia Manurung tidak pernah ada keinginan untuk menjual
tanah tersebut.-

- Bahwa saksi penah melihat tanah tersebut dan yang tinggal di tanah
tersebut adalah Theresia Manurung.-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut laku terjual
setelah adanya iklan tersebut.-

- Bahwa suami Theresia Manurung sudah meninggal dunia, sedangkan
Theresia Manurung masih hidup dan mempunyai 6 (enam) orang anak.-

- Bahwa Theresia Manurung memiliki 4 (empat) bidang tanah dan rumah
masing-masing di Jalan Karya, Jalan Sei Putih, Jalan Sei Batang Gadis
dan tanah objek perkara.-

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah pembagian warisan.-

- Bahwa yang menguasai tanah terperkara saat ini adalah Sahattua
Sitompul.-

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas surat-surat tanah tersebut.-

- Bahwa yang menempati tanah/rumah di jalan Sei Batang Gadis adalah
Theresia Manurung bersama adik dan ipar saksi.-
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- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah/rumah yang di jalan
Karya.-

- Bahwa Theresia Manurung ada usaha untuk menyelesaikan masalah tanah
tersebut dengan mengundang anak-anaknya, namun saksi tidak tahu
hasilnya.-

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya akta hibah.-

2. Herves Horas Manurung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang
terletak di Jalan Sei Situmandi dan di Jalan Sei Batang Gadis.-

- Bahwa yang tinggal di tanah Jalan Sei Situmandi tersebut adalah Tatiana
Sitompul dan Mamak Martha sedangkan Theresia Manurung tinggal di
Jalan Sei Batang Gadis.-

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, sedangkan batas-batasnya
adalah sebagai berikut sebelah depan dengan jalan raya, sebelah Kkiri
berbatas dengan Marga Siahaan, sebelah kanan berbatas dengan Marga
Siregar dan sebelah belakang saksi tidak tahu.-

- Bahwa suami Theresia Manurung adalah alm. Hareanta Sitompul, mereka
mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu Sahattua Sitompul, Anna Julietta
Sitompul, Yosef Levi Sitompul, Tatiana Sitompul, Victoria Herlis
Marisianna, SE dan Ivo Nanang Sitompul.-

- Bahwa permasalahan tanah di Jalan Sei Situmandi tersebut sejak tahun
2013, hal tersebut saksi ketahui karena saat itu pembelinya sempat
menanyakan kepada saksi alamat Jalan Sei Situmandi nomor 8Medan.-

- Bahwa pertengkaran di tanah sengketa pernah terjadi sekitar 1 (satu) tahun
lalu, hal tersebut saksi ketahui karena Mamak Martha mengatakan “gara-
gara sebelah ini taklaku-laku tanah ini”, saat itu Mamak Martha hanya
mengomel saja lalu saksi masuk ke rumah saksi.-

- Bahwa sepengetahuan saksi harta Theresia Manurung ada 4 ( empat)
bidang tanah/rumah yaitu yang terletak di Jalan Karya, Jalan Sei Putih,
Jalan Sei Batang Gadis dan Jalan Sei Situmandi.-

- Bahwa yang tinggal di rumah Jalan Sei Batang Gadis adalah Ivo Nanang
Sitompul beserta anak-anaknya.-

- Bahwa tanah yang di Jalan Sei Situmandi ada berdiri 2 (dua) bangunan
rumah yang tinggal di rumah tersebut adalah Mamak Martha di rumah yang
sebelah kiri dan Mamak Tasya di rumah yang sebelah kanan.-

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah jalan Sei Putih
sedangkan rumah yang di Jalan Karya disewakan kepada orang lain.-

- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai surat-surat tanah tersebut dan
sepengetahuan saksi belum ada pembagian warisan diantara mereka.-

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah/rumah yang terletak di Jalan Sei Putih
sudah dijual hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Theresia Manurung
yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual Sahattua Sitompul dan
tanah yang terletak di Jalan Sei Batang Gadis juga sudah dijual
berdasarkan keterangan dari pembelinya.-

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Sei Batang Gadis yang sudah terjual
adalah tanah kosongnya namun saksi tidak tahu luasnya, sampai saat ini
tanah tersebut masih kosong namun sudah ditembok oleh pembelinya
namun saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual dan berapa harganya.-

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibuat pagar tembok atas tanah tersebut, Theresia Manurung
melakukan protes.-

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hibah atas tanah yang
terletak di jalan Sei Batang Gadis Medan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat
telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nhama Anna Julietta Sitompul, bukti T-1.-

2. Akta Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 7 tanggal 16 April
2009, bukti T-2.-

3. Akta Hibah nomor 39/2007 tanggal 31 Desember 2007, bukti T-3.-

4. Surat Penyataan Sahattua Sitompul, SH, SpN, Anna Julietta Sitompul, Yosef
Levi Sitompul dan Victoria Herlis Marisianna Sitompul, SE tanggal 29
September 2015, bukti T-4.-

5. Surat Penjerahan/Pemindahan Hak Milik atas sebidang tanah dan sebuah
rumah diatasnja tanggal 11 Mei 1967, bukti P-5.-

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan

dengan aslinya, kecuali bukti T-5.-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat
menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji :

1. Jansiman Purba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembuatan hibah, suami Theresia Manurung masih
hidup, sebelum hibah tersebut ditandatangani terlebih dahulu dijelaskan
kepada para pihak.-

- Bahwa pembuatan hibah tersebut dilakukan di rumah Theresia Manurung.

- Bahwa yang membuat akta hibah tersebut adalah saksi dan pada saat
penandatanganan akta hibah tersebut dilakukan dihadapan saksi.-

- Bahwa para penghadap pada pembuatan akta hibah tersebut adalah
Hareanta Sitompul dan Theresia Manurung, isi hibah tersebut adalah
pelepasan hak dari Hareanta Sitompul dan Theresia Manurung kepada
Sahattua Sitompul selaku anak, diatas tanah yang dihibahkan tersebut ada
2 (dua) bangunan rumah.-

- Bahwa selain hibah juga ada transaksi jual beli tanah antara Hareanta
Sitompul/Theresia Manurung dengan Sahattua Sitompul, dalam jual beli
tersebut Notarisnya juga adalah saksi.-

- Bahwa harga tanah tersebut Rp.59.000.000.- (lima puluh sembilan juta
rupiah), pada saat pembuatan jual beli tidak dilakukan dihadapan saksi
namun mereka sudah setuju dengan pelepasan hak atas tanah tersebut
dan dibuat oleh mereka kwitansinya.-

- Bahwa pada saat pembuatan hibah tersebut tidak ada persetujuan dari
anak-anak Hareanta Sitompul/Theresia Manurung.-

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati atas rumah yang dihibahkan
tersebut saat ini..

- Bahwa kedua akta nomor 7 dan nomor 39 dilakukan di rumah Hareanta
Sitompul yang hadir saat itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua saja tanpa
dihadiri anak-anak yang lain, sedangkan saksi-saksi dalam kedua akta
tersebut adalah pegawai saksi sendiri dan mereka menandatanginya di
kantor saksi, hal yang demikian tidak diperbolehkan.-
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- Bahwa pada saat pembuatan akta tersebut alas hak atas tanah tersebut
diperlihatkan kepada saksi dan alas hak tersebut ada pada klien saksi,
adapun alas hak yang diperlihatkan saat itu berupa surat pelepasan hak
tertanggal 27 April 2009.-

- Bahwa pada saat pembuatan kedua akta tersebut tidak ada keberatan dari
Hareanta Sitompul dan Theresia Manurung.-

2. Mariana br. Marpaung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Il pernah menawarkan rumah yang terletak di Jalan Sei
Situmandi.-

- Bahwa nomor HP yang tercantum pada iklan koran Tribun bukan nomor
HP Theresia Manurung, karena nomor HP Theresia Manurung ada di
program HP saya.-

- Bahwa nomor HP Theresia Manurung 08136102729, bukan nomor
082366545095.-

- Bahwa saksi pernah menawarkan rumah di Jalan Sei Situmandi no.9
kepada teman-teman saksi di kantor namun tidak ada calon pembelinya.-

- Bahwa rumah tersebut tidak jadi dijual karena Penggugat Il mengambil
kesempatan dengan cara mau menandatangani surat jual beli asal rumah
yang di Jalan Sei Batang Gadis menjadi miliknya.-

- Bahwa sampai sekarang tanah/rumah tersebut belum terjual namun saksi
tidak tahu apakah tanah/rumah tersebut dialihkan kepada anaknya
Theresia Manurung.-

- Bahwa saksi mengenal Sahattua Sitompul sejak menikah dan saksi tidak
tahu apakah Sahattua Sitompul ada mengganti nomor HP nya.-

- Bahwa masalah keluarga tersebut pernah dilakukan upaya damai,
Sahattua Sitompul pernah mengirim utusan kepada ibunya supaya
masalah tanah tersebut diselesaikan supaya tidak merusak hubungan
keluarga.-

- Bahwa saat perdamaian tersebut saksi hadir dan juga dihadiri para
Tergugat.-

- Bahwa sebenarnya ada calon pembeli atas tanah yang mau dijual tersebut
tetapi karena Ivo Anna Sitompul tidak mau tanda tangan sehingga tidak jadi
dijual.-

- Bahwa para Tergugat tidak setuju seluruh harta dibagi para ahli waris.-
Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan

kesimpulan.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam
putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Dalam Konpensi :
Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi
sebagaimana yang diuraikan dalam surat jawabannya, yang pada intinya sebagai
berikut :
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1. Tentang identitas Para Tergugat yang kabur dan tidak jelas.-
2. Tentang gugatan perdata warisan terhadap Para Tergugat kabur dan tidak
jelas.-

3. Tentang Plurium Litis Consortium ( kurang pihak, ada pihak yang tidak
ditarik sebagai pihak dalam perkara).-
Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut.-

1. Tentang identitas Para Tergugat yang kabur dan tidak jelas.-
Apa yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsinya tentang tanggal lahir
Tergugat Il ( Anna Julietta Sitompul ) yang menurut Para Tergugat tanggal
lahirnya bukan tanggal 22 Oktober 1965 melainkan bulan Januari 1965 apakah
hal tersebut benar tentunya harus terlebih dahulu diperiksa materi pokok
perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak selain itu jika
hal tersebut ternyata memang ada perbedaan tidak mengakibatkan gugatan
menjadi kabur/tidak jelas lagi pula Tergugat Il telah menandatangani relaas
panggilan tanggal 15 April 2015 untuk sidang tanggal 21 April 2015 berarti
Tergugat Il membenarkan identitasnya pada relaas panggilan tersebut
seandainya Tergugat Il merasa identitasnya pada relaas panggilan tersebut
tidak benar maka Tergugat Il tidak perlu menandatangani relaas panggilan
tersebut, selain itu ternyata Tergugat Il hadir dipersidangan dengan memberi
kuasa kepada kuasa hukumnya Maradu Simangunsong SH berarti Tergugat Il
membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian maka eksepsi tersebut
tidak beralasan dan harus ditolak.-

2. Tentang gugatan perdata warisan terhadap Para Tergugat kabur dan tidak
jelas.-
Apa yang diuraikan Para Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut menurut
Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus terlebih
dahulu diperiksa materi pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
kedua belah pihak, dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan
dan harus ditolak.-

3. Plurium Litis Consortium ( kurang pihak, ada pihak yang tidak ditarik sebagai
pihak dalam perkara ).-
Apa yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut, apakah
Jansiman Purba selaku Notaris benar ada membuat surat melepaskan hak
atas tanah dengan ganti rugi dan surat hibah nomor 39/2007 tentunya harus
terlebih dahulu diperiksa materi pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan kedua belah pihak, selain itu Penggugat berhak menentukan siapa
yang dijadikan sebagai pihak Tergugat yang menurutnya menimbulkan
kerugian serta melanggar hak-haknya, dengan demikian eksepsi tersebut tidak
beralasan dan harus ditolak.-
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka

eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.-

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas.-
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Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para
Tergugat.-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal Para
Tergugat maka sesuai ketentuan hukum acara menjadi kewajiban Para Penggugat
untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat diberi
kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-13 serta 2 (dua) orang saksi
masing-masing Imelda Siahaan dan Herves Horas Manurung yang memberikan
keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para
Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-5 serta 2 (dua) orang
saksi masing-masing Jansiman Purba dan Mariana br. Marpaung yang memberikan
keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat
dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, Replik dan Duplik serta bukti-bukti
yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta-fakta
yang bersesuian dan diakui kedua belah pihak, setidak-tidaknya tidak ada lagi
perbantahan hukum diantara kedua belah pihak, sehingga tidak memerlukan
pembuktian lagi yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat (Theresia Manurung) adalah isteri dari almarhum
Hareanta Sitompul yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret
2010.-

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat (Theresia Manurung) dengan
almarhum Hareanta Sitompul dilahirkan 6 (enam) orang anak masing-
masing Sahattua Sitompul, S.H, SpN, Anna Julietta Sitompul, Yosef Levi.
S, Tatiana Sitompul, Victoria Herlis Marisianna, S.E dan Ivo Nanang
Sitompul.-

- bahwa benar selama perkawinan Penggugat (Theresia Manurung) dengan
almarhum Hareanta Sitompul memperoleh/memiliki harta sebagai berikut :
1. sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei

Situmandi nomor 9 Kota Medan dengan ukuran 14 x 28 M2.-

2. sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan
Karya/Jalan Dame gang ayam Blok IV Sei Agul Kota Medan dengan
ukuran 27 x 19 M2.-

3. sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Sei
Sikambing D kota Medan dengan ukuran 26 x 14 M2.-

4. sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan Sei Sikambing D kota Medan dengan ukuran 26 x 13
M2.-

5. sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Seguti nomor /3 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan
Petisah Kota Medan seluas 372 M2.-

- bahwa benar harta yang dimiliki Theresia Manurung dan almarhum
Hareanta Sitompul sampai saat ini belum pernah dibagi para ahli waris.-
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Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Tergugat | menyatakan
bahwa tanah yang terletak di Jalan Sei Seguti nomo 1/3 Kelurahan Sei Sikambing D
Kecamatan Medan Petisah telah dihibahkan oleh almarhum Hareanta semasa
hidupnya dan Theresia Manurung kepada Tergugat | sesuai akta Hibah nomor
39/2007, yang mana Hibah tersebut terjadi dikarenakan Tergugat | sebagai anak
paling tua dapat memberikan bantuan pertolongan dalam hal menutupi pinjaman
uang ataupun mau menutupi hutang-hutang dari Penggugat | yang sewaktu itu
berbisnis bermain jula-jula yang tidak menghasilkan uang dan malahan banyaknya
hutang-hutang yang harus ditutupi oleh Tergugat | dengan jalan meminjam uang dari
Bank sekaligus untuk menutupi  keperluan hidup dari orang tuanya
(bapaknya)sebagaimana jawaban pada posita angka 3 ( tiga ) huruf a.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Akta Hibah
yang dilakukan almarhum Hareanta Sitompul dan Theresia Manurung kepada
Tergugat | sesuai ketentuan.-

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat, bahwa Tergugat |
menerima Hibah tersebut dikarenakan Tergugat | sebagai anak paling tua
memberikan bantuan pertolongan untuk menutupi hutang-hutang Penggugat | karena
Penggugat | banyak hutang karena berbisnis jula-jula dan untuk menutupi keperluan
hidup dari orang tuanya ( bapaknya ).-

Menimbang, bahwa pengertian Hibah adalah pemberian suatu benda secara
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup
untuk dimiliki.-

Menimbang, bahwa dari pengertian Hibah tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk pelaksanaan Hibah harus secara sukarela dan tidak boleh adanya suatu
imbalan dari seseorang kepada orang lain, artinya jika Hibah tersebut dikarenakan
adanya suatu imbalan dari Penerima Hibah kepada Pemberi Hibah maka Hibah yang
demikian cacat hukum.-

Menimbang, bahwa oleh karena Hibah yang dilakukan Hareanta Sitompul dan
Theresia Manurung kepada Sahattua Sitompul ( Tergugat | ) dikarenakan adanya
suatu imbalan uang dari Tergugat | ( Penerima Hibah ) kepada Penggugat | dan
almarhum Hareanta Sitompul yaitu untuk menutupi hutang-hutang Penggugat | (
Theresia Manurung) dan menutupi kebutuhan hidup almarhum Hareanta Sitompul
semasa hidupnya sebagaimana jawaban Para Tergugat dalam jawabannya angka 3
huruf a, maka Hibah tersebut cacat hukum.-

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan tanah dan
rumah yang terletak di Blok 3A Dj. Seperdjuangan Kampung Sei Sikambing D
Kecamatan Medan Barat Kota Medan bukan lagi merupakan bagian dari harta
warisan tetapi sudah menjadi milik Tergugat | berdasarkan Surat Melepaskan Hak
atas tanah dengan ganti rugi nomor 7 tanggal 16 April 2009 dihadapan Notaris
Jansiman Purba, SH.-

Menimbang, bahwa mengenai Akta Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti
rugi nomor 7 tanggal 16 April 2009 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut.-

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Jansiman Purba, SH, Notaris
yang membuat Akta tersebut dipersidangan menerangkan bahwa pada saat
pembuatan Akta nomor 7 tanggal 16 April 2009 tersebut, saksi Jansiman Purba, SH
selaku Notaris datang ke rumah Hareanta Sitompul dan ditandatangani di rumah
Hareanta Sitompul, sedangkan penandatanganan akta tersebut oleh saksi-saksi
dilakukan di kantor saksi, padahal menurut saksi hal yang demikian tidak
diperbolehkan, artinya jika dilakukan padahal tidak diperbolehkan maka pembuatan
akta yang demikian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan
hukum dan patut untuk dikabulkan.-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4
(empat), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat Tergugat | juga
sebagai ahli waris maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyerahkan asli surat
tanah yang terletak di Jalan Sei Situmandi nomor 9 Kota Medan, asli surat tanah
yang terletak di Jalan Karya/Jalan Dame Gang ayam Blok IV Kampung Sei Agul Kota
Medan dan asli surat tanah yang terletak di Jalan Sei Seguti nomor 1/3 Kelurahan Sei
Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Penggugat I,
Penggugat Il dan Penggugat Ill, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat)
tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak.-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 5
(lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), Majelis Hakim mempertimbangkan
bahwa mengingat Para Tergugat keberatan harta peninggalan almarhum Hareanta
Sitompul dilakukan pembagian, dengan alasan mengingat Penggugat | masih hidup
selaku ibu kandung dan juga untuk menghindari perpecahan antara saudara
kandung, maka petitum angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tersebut
tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak.-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8
(delapan), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan untuk
menghukum Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk membayar
uang paksa ( dwangsom ), maka petitum angka 8 (delapan) tersebut harus ditolak.-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 9
(sembilan), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena selama persidangan
tidak pernah diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas kelima bidang tanah
tersebut, maka petitum angka 9 (sembilan) tersebut harus ditolak.-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka
10 (sepuluh), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena tidak ada alasan
untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet,
banding maupun kasasi, maka petitum angka 10 (sepuluh) tersebut harus ditolak.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan
selebihnya.-
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Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian,
maka Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng.-

Dalam Rekonpensi.-

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada konpensi telah
mengajukan gugatan rekonpensi.-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana
tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian
konpensi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari rekonpensi.-

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi harus jelas keberadaannya, mesti
diformulasi atau diterangkan Tergugat dalam jawaban ( putusan Mahkamah Agung RI
nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 ).-

Menimbang, bahwa yang penting diperhatikan, gugatan rekonpensi mesti
memenuhi syarat formil gugatan :

- menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat
rekonpensi.-

- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonpensi, berupa
penegasan dasar hukum ( rehtsgrond ) dan dasar peristiwa ( fijtelijkegrond)
yang melandasi gugatan.-

- menyebut dengan rinci petitum gugatan.-

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang tidak mengatur syarat

koneksitas antara gugatan rekonpensi dengan konpensi, ternyata praktik peradilan
cenderung menerapkannya.-

Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonpensi, oleh karena
itu gugatan rekonpensi baru dianggap sah dan dapat diterima ( odmissible ) untuk
diakumulasi dengan gugatan konpensi, apabila terpenuhi syarat :

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian
yang relevan antara gugatan konpensi dengan rekonpensi.-

- hubungan pertautan itu harus sangat erat ( innerlijike samen hangen ),
sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu
proses dan putusan.-

( M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan,
persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 475 ).-

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mendalilkan bahwa Tergugat | dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi
yang mencoba mengalihkan, menjual,memindahtangankan sebahagian harta
peninggalan orang tua kepada pihak-pihak lain secara sepihak adalah sangat
merugikan hak-hak keperdataan itu adalah suatu argumentasi hukum yang sangat
tidak benar dan telah mengakibatkan Tergugat | rekonpensi/Para Penggugat
konpensi benar dan terbukti secara hukum telah cukuplah bahwa Tergugat | dalam
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rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi melakukan perbuatan melawan hukum (
onrecht matige daad ) yaitu penghinaan terhadap pribadi dan atau profesi Para
Penggugat rekonpensi/Tergugat | konpensi selaku sebagai notaris ditengah-tengah
masyarakat, keluarga maupun terhadap pemerintahan ( termasuk terhadap pemakai
jasa notaris ).-

Bahwa akibat perbuatan Tergugat | rekonpensi/Penggugat konpensi, maka Para
Penggugat rekonpensi/Tergugat | konpensi telah terhina dan tercemar nama baiknya
dan sangat tertekan serta terganggu secara moral dalam menjalankan usahanya,
oleh karena itu Para Penggugat rekonpensi/Tergugat | konpensi memohon agar
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat
rekonpensi/Para Penggugat konpensi.-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut.-

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan adalah hak seseorang
yang merasa hak-hak keperdataannya terganggu atau merasa dirugikan akibat dari
perbuatan orang lain, sehingga mengajukan gugatan untuk menuntut supaya hak-hak
keperdataannya tersebut dipulihkan kembali atau kerugiannya tersebut dibayar oleh
orang lain tersebut.-

Menimbang, bahwa dengan demikian jika seseorang mengajukan gugatan
terhadap orang lain yang merasa hak-hak keperdataannya terganggu atau merasa
dirugikan oleh orang lain tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum ( onrecht matige daad ) atau penghinaan terhadap orang lain
tersebut.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima maka biaya yang timbul dalam gugatan rekonpensi dibebankan
kepada Para Penggugat yang jumlahnya Nihil.-

Memperhatikan pasal 157 RBg dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan.-

MENGADILI :
Dalam Konpensi :
Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.-
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.-

2. Menyatakan Penggugat |, Penggugat Il, Penggugat Il dan Tergugat I,
Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV adalah sama-sama sebagai ahli waris
yang sah dari almarhum Hareanta Sitompul.-

3. Menyatakan bahwa :
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a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sei
Situmandi nomor 9 Kota Medan dengan luas tanah 14 x 28 ( empat belas
kali dua puluh delapan ) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat
Keterangan ganti Rugi nomor 04/ST/SKD/IV/73 tanggal 16 Januari 1973
yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D Kecamatan Medan
Barat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak
nomor 16 tanggal 12 April 1977 .-

b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan
Karya/Jalan Dame Gang Ayam Blok IV Kampung Sei Agus dengan luas 27
x 19 ( dua puluh tujuh kali sembilan belas ) meter persegi sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi antara Saut Maruli
Simorangkir dengan Hareanta T. Sitompul yang diketahui oleh Kepala
Kampung Sei Agul Kecamatan Medan Barat tanggal 4 Mei 1976.-

c. Sebhidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kampung
Sungai Sikambing D Kota Medan dengan luas tanah 26 x 14 ( dua puluh
enam kali empat belas ) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Beserta Rumah diatasnya antara
Muhammad Kuat dengan Hareanta T. Sitompul yang diketahui Penghulu
Kampung Sungai Sikambing D tanggal 13 Djuni 1965.-

d. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 3A Dj.
Seperdjuangan Kampung Sei Sikambing D Medan Ketjamatan Medan
Barat dengan ukuran tanah 26 x 13 ( dua puluh enam kali tiga belas )
meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Surat
Penjerahan/Pemindahan Hak Milik atas sebidang tanah dan sebuah rumah
diatasnya antara Nai Arar br. Hutasoit dengan Hareanta T. Sitompul
diketahui oleh Penghulu Kampung Sei Sikambing D tanggal 11 Mei 1967 .-

e. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Sei
Seguti nomor 1/3 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah
Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak
milik nomor 821 dengan luas 372 M2 atas hama pemegang hak Hareanta
Sitompul yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 7 Maret
2002.-

Kesemuanya merupakan harta peninggalan/harta warisan/boedel warisan
yang belum terbagi dari almarhum Hareanta Sitompul.-
4. Membebani Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng.
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.-

Dalam Rekonpensi :
— Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

— Membebani Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
yang hingga kini sejumlah Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu
rupiah).-
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 7 Desember 2015 oleh kami Muhd. Ali Tarigan, SH sebagai Ketua Majelis,
Nazar Effriandi, SH, dan Aswardi Idris, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12
Agustus 2015 nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Mdn putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Mhd.
Syahfan Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para

Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat.-

Hakim Anggota Hakim Ketua

NAZAR EFFRIANDI, SH, MUHD. ALI TARIGAN, SH

ASWARDI IDRIS, SH. MH,

Panitera Pengganti,

MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Ongkos Panggillan Rp. 1.195.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 1.206.000,-
Terbilang Rp. 1.206.000,00-, (satu juta dua ratus enam ribu rupiah)
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